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KATA PENGANTAR

Studi Hubungan Internasional (HI) sejak awal tidak pernah
bersifat statis. Ia tumbuh, beradaptasi, dan terus mengalami
transformasi seiring dengan perubahan struktur sistem internasional,
pergeseran aktor, serta berkembangnya isu-isu global yang semakin
kompleks dan saling beririsan. Jika pada masa awal disiplin ini negara
dan keamanan tradisional menjadi pusat perhatian utama, maka
dewasa ini HI menjelma sebagai bidang kajian yang plural, baik secara
ontologis, epistemologis, maupun metodologis.

Buku Diversitas Isu SDGs dalam Hubungan Internasional hadir
untuk menangkap dinamika tersebut. Karya ini merefleksikan
bagaimana studi HI tidak lagi dapat dipahami secara dangkal melalui
dikotomi “high politics” dan “low politics”, melainkan sebagai ruang
keilmuan yang memayungi beragam isu lintas sektor, lintas level
analisis, dan lintas wilayah. Keberagaman isu yang dibahas dalam
buku ini menegaskan bahwa HI adalah disiplin yang hidup, responsif
terhadap perubahan global sekaligus peka terhadap konteks regional
dan lokal.

Relasi antara globalisme dan regionalisme menjadi salah satu
lensa penting untuk memahami perkembangan HI kontemporer.
Globalisasi telah mendorong intensifikasi interaksi lintas negara,
mempercepat arus barang, modal, ide, dan teknologi, serta melahirkan
tantangan global yang bersifat transnasional. Namun, di saat yang
sama, regionalisme justru menunjukkan Kketahanannya sebagai
strategi kolektif negara-negara untuk merespons tekanan global
tersebut. Kawasan tidak hanya menjadi arena adaptasi, tetapi juga
ruang artikulasi kepentingan, solidaritas, dan inovasi kebijakan.

Bab-bab dalam buku ini mencerminkan dialektika globalisme dan
regionalisme tersebut. Transformasi studi keamanan internasional,
misalnya, menunjukkan pergeseran dari pendekatan negara-sentris
menuju pemahaman keamanan yang lebih luas dan inklusif.
Keamanan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai perlindungan
wilayah dan kedaulatan negara, tetapi juga mencakup perlindungan
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individu dan komunitas dari ancaman non-tradisional yang bersifat
lintas batas.

Isu kolaborasi ASEAN dalam bidang ekonomi menegaskan
pentingnya regionalisme sebagai respons strategis terhadap
globalisasi ekonomi. ASEAN tidak hanya menjadi wadah integrasi
pasar, tetapi juga ruang negosiasi kepentingan negara-negara anggota
dalam menghadapi ketimpangan pembangunan, disrupsi ekonomi
global, dan tantangan ekonomi digital. Dalam konteks ini, kawasan
menjadi jembatan antara tuntutan global dan kebutuhan domestik.

Pembahasan mengenai isu gender memperkaya perspektif HI
dengan pendekatan kritis yang menantang asumsi-asumsi arus utama.
Isu ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam sistem
internasional tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi
sosial, budaya, dan politik yang sering kali meminggirkan kelompok
tertentu. Dengan memasukkan gender sebagai bagian integral dari
analisis HI, buku ini memperluas cakrawala keilmuan sekaligus
memperkuat relevansi normatif disiplin ini.

Transisi energi dan ancaman terhadap keamanan manusia
semakin menegaskan bahwa tantangan global masa kini bersifat
multidimensional. Perubahan iklim, Kkrisis energi, pangan, dan
kesehatan tidak mengenal batas negara, namun dampaknya sangat
kontekstual di tingkat regional dan lokal. Di sinilah peran kerja sama
regional dan diplomasi menjadi krusial, bukan hanya sebagai
instrumen kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai mekanisme
perlindungan manusia.

Bab mengenai diplomasi dan keamanan menunjukkan bahwa
diplomasi tidak lagi terbatas pada negosiasi antarnegara, melainkan
melibatkan berbagai aktor dan isu lintas sektor. Sementara itu,
ekonomi digital mencerminkan wajah baru globalisasi yang
menghadirkan peluang sekaligus kerentanan baru, khususnya bagi
negara-negara berkembang di kawasan.

Secara keseluruhan, buku ini menawarkan pemahaman bahwa
Hubungan Internasional adalah disiplin yang bersifat inklusif, adaptif,
dan kontekstual. Keberagaman isu yang diangkat bukanlah tanda
fragmentasi keilmuan, melainkan kekuatan analitis yang
memungkinkan kita membaca dunia secara lebih utuh. Buku ini
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diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa,
akademisi, dan pembaca umum yang ingin memahami kompleksitas
hubungan internasional di era kontemporer.

Akhir kata, saya menyambut baik kehadiran buku Diversitas Isu
SDGs dalam Hubungan Internasional sebagai kontribusi berharga
bagi pengembangan keilmuan HI, khususnya dalam memperkaya
diskursus yang berpijak pada realitas global sekaligus sensitif
terhadap dinamika kawasan.

Pekanbaru, 1 Februari 2026

Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP,, M.Si.
Penulis
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Mendayung Antara Banyak Karang: Peluang dan Tantangan
Bagi Indonesia Dengan Menjadi Anggota BRICS

Pendahuluan

BRICS, yang merupakan singkatan dari Brazil, Russia, India, China, and
South Africa merupakan blok negara-negara yang menjadi signifikan
baik secara ekonomi maupun politik pada abad ke-21 dalam tatanan
politik dunia. Pada awalnya dikenal dengan nama BRIC, dan istilah ini
dikenalkan oleh seorang ekonom Jim O’Neill pada tahun 2001
(Cooper, 2016). Istilah BRIC pada awalnya digunakan untuk
menggambarkan negara yang punya potensi kekuatan ekonomi baru
yang diperkirakan punya potensi untuk memengaruhi pertumbuhan
ekonomi dunia secara signifikan.

Secara formal, blok ini terbentuk pada tahun 2006 dengan
pertemuan-pertemuan formalnya pada tahun 2009. Afrika Selatan
secara resmi bergabung pada tahun 2006 yang pada akhirnya
mengubah BRIC menjadi BRICS.

Seiring berkembangnya waktu, BRICS berhasil memposisikan
dirinya sebagai institusi alternatif dari institusi yang didominasi barat
seperti IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia. Pada
tahun 2023, BRICS makin memperluas jaringan keanggotaannya
dengan mengundang negara semisal Arab Saudi, Uni Emirat Arab,
Iran, Mesir, dan Ethiopia, menjadikan BRICS sebagai aktor perubahan
tata kelola dunia yang diperhitungkan (Nach dan Ncwadi, 2023)

Meskipun negara-negara BRICS berasal dari latar belakang politik
dan ekonomi yang berbeda-beda, mereka memiliki kesamaan
kepentingan dan tujuan terkait pergeseran tatanan tata kelola dunia
berbasis dominasi negara barat, dengan menekankan pada kerja sama
selatan-selatan.

Secara umum BRICS memiliki beberapa tujuan yang menjadi fitur
unik dari eksistensinya. Diantaranya seperti mengurangi
ketergantungan pada institusi keuangan barat dengan mendirikan
NDB (National Development Bank) dan CRA (Contingent Reserve
Arrangement). Dengan pendirian institusi ini pada akhirnya
diharapkan berdampak pada penguatan relasi perdagangan dan
ekonomi dari negara-negara BRICS. Dengan peningkatan intensitas
relasi perdagangan dan ekonomi negara BRICS, juga diharapkan akan
mengurangi ketergantungan pada penggunaan dolar Amerika Serikat
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Mendayung Antara Banyak Karang: Peluang dan Tantangan
Bagi Ind ia Dengan Menjadi Anggota BRICS

sebagai mata uang perdagangan. Dengan mengurangi ketergantungan
penggunaan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional,
khususnya bagi negara anggota BRICS, maka pada saat yang sama
penggunaan mata uang lokal bisa makin ditingkatkan (Nach dan
Ncwadi, 2023).

Dengan kebijakan dan keuntungan ekonomi yang diharapkan dari
terbentuknya BRICS, maka konsekuensinya terhadap ekonomi global
tentu cukup signifikan karena memang negara-negara anggota BRICS
merupakan representasi dari kekuatan ekonomi besar di dunia. BRICS
merepresentasikan 31,5% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dari
total PDB global pada tahun 2023 yang bahkan mengalahkan PDB dari
negara G7 yang bernilai 30% (Business Standard, 2023).

Selain kebijakan ekonomi hingga PDB BRICS yang menjadi motor
pendorong kontribusi signifikan BRICS dalam ekonomi global, faktor
jumlah penduduk juga memerankan faktor penting dalam
perdagangan dunia. Dengan populasi penduduk lebih dari 3,2 miliar
jiwa, BRICS jelas menjadi kekuatan ekonomi dunia yang sangat besar
dan potensial (European Parliament, 2024).

Dengan segala potensi kekuatan ekonomi yang digambarkan di
atas, maka BRICS juga diperkirakan kuat akan memiliki pengaruh
dalam aspek tata kelola politik dunia. Misalnya, negara-negara BRICS
secara konsisten diketahui terus mendorong agenda “de-dolarisasi”
yakni meninggalkan penggunaan mata uang dollar Amerika Serikat.
Inisiasi seperti BRICS Common Payment System dan kemungkinan
pembentukan mata uang BRICS menjadi tantangan besar bagi dollar
Amerika Serikat sebagai mata uang dominan dalam perdagangan
dunia (Saaida, 2024). Lebih jauh lagi, negara BRICS memposisikan diri
sebagai pemimpin dari negara-negara selatan global (Global South).

Dengan segala keunikan dan tawaran yang diberikan oleh BRICS,
maka tidak mengherankan bahwa BRICS memiliki sifat ekspansif
dalam keanggotaannya. Artinya, pada masa depan sangat besar
kemungkinan akan terus ada negara-negara yang bergabung menjadi
anggota BRICS, misalnya Indonesia yang secara resmi bergabung
menjadi anggota BRICS pada 7 Januari 2025 setelah sebelumnya
menyatakan ketertarikannya untuk bergabung pada 24 Oktober 2024

lalu (Kemlu, 2025).
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Kebijakan mendekat ke BRICS dan menjadi anggota formalnya
merupakan kebijakan luar negeri pertama yang dilakukan oleh
Indonesia pada masa pemerintahan Prabowo Subianto sebagai
Presiden Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dipahami
bahwa posisi BRICS bagi Indonesia sangat penting dan signifikan bagi
kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia.

Negara seperti Indonesia melihat peluang dengan keberadaan
BRICS untuk mendukung tercapainya kepentingan nasionalnya
sehingga memutuskan untuk bergabung dengan institusi
internasional tersebut. Meskipun demikian, bergabungnya Indonesia
dengan BRICS tidak serta-merta menjadikan harapan dari Indonesia
menjadi terwujud tanpa adanya tantangan dan hambatan dalam
menjalani proses sebagai anggota BRICS.

Bagi Indonesia, keputusan untuk bergabung dengan BRICS
merupakan kombinasi dari faktor yang kompleks. Misalnya seperti
yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono,
bahwa bagi Indonesia, dunia saat ini sedang dihadapkan pada kondisi
polycrisis yang memiliki dampak multidimensional. Indonesia percaya
bahwa tatanan global saat ini tengah mengalami perubahan besar.
Persoalan krisis kemanusiaan, dan terabaikannya hukum
internasional serta melemahnya multilateralisme yang diperparah
dengan kebijakan negara-negara dominan (maksudnya negara barat)
yang tetap berusaha mempertahankan dominasi mereka dalam status
quo menjadi faktor-faktor yang mengarahkan pada skenario terburuk
yaitu perang dunia (Kemlu, 2025).

Berdasarkan posisi dan persepsi Indonesia pada politik global,
dapat dipahami bahwa Indonesia sedang berusaha menjaga jarak dari
negara dominan barat. Hal ini juga bisa dipahami berdasarkan
perbedaan sikap kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia dalam
pentas dunia. Misalnya sikap Indonesia yang menentang perbuatan
kekejaman Israel terhadap Palestina yang mengalami eskalasi
kekerasan drastis sehingga menjadi perhatian dunia sejak Oktober
tahun 2023 hingga tahun 2025 ini. Lebih dalam lagi, Indonesia
merupakan negara yang tidak mengakui eksistensi negara Israel
namun mendorong solusi dua negara (Two State Solution) dalam
penyelesaian masalah Israel-Palestina.
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Sikap Indonesia terhadap masalah Israel-Palestina merupakan
sikap yang tidak sejalan dengan pandangan negara-negara dominan
barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Hal ini
menjadi batu sandungan bagi Indonesia untuk menguatkan hubungan
lebih jauh dengan negara barat.

Pada aspek domestik sendiri, pemerintahan Prabowo Subianto
menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebanyak 8% pada masa
pemerintahannya yang merupakan peningkatan target dari
pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan
pertumbuhan sekitar 5,2% (Setpres, 2025). Target yang ingin dicapai
oleh Prabowo merupakan target peningkatan ambisius mengingat
tren pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mengalami
penurunan, dan pada sisilain IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia hanya mencapai 5,7% saja (Tempo, 2024)

Target pertumbuhan ekonomi yang demikian ambisius oleh
Prabowo dalam pemerintahannya harus berbenturan dengan
kebijakan ekonomi negara-negara barat yang bersifat proteksionis
yang menciptakan hambatan bagi komoditas ekonomi Indonesia
untuk mengakses pasar-pasar negara barat. Pada sisi lain,
perekonomian Indonesia sangat bergantung pada ekonomi ekstraktif
yang menekankan pada eksploitasi kekayaan sektor sumber daya
alam yang dianggap tidak sesuai standar keberlanjutan oleh negara-
negara barat melalui kebijakannya.

Persoalan hak asasi manusia dalam artian permasalahan
pelanggaran yang pernah terjadi pada masa lalu sejarah Indonesia,
khususnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru, hingga persoalan
standar kelayakan upah buruh juga menjadi batu sandungan
hubungan Indonesia dengan negara-negara barat.

Kombinasi dari keadaan tata kelola global yang didominasi
negara barat yang tidak suportif bagi kebijakan Indonesia, ditambah
tuntutan domestik bagi Indonesia pada akhirnya membuahkan
kebijakan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS.

Lebih jauh daripada keadaan tata kelola global dan tuntutan
domestik, lantas bagaimana peluang yang diharapkan dapat
dimanfaatkan oleh Indonesia jika dibandingkan dengan tantangan
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Pendahuluan

Tidak meratanya kondisi kemajuan pembangunan di dunia dapat
menyebabkan kelompok masyarakat miskin dan tertinggal
memperlebar ketimpangan yang kemudian mengakibatkan
munculnya polarisasi politik dalam skala global. Hal ini kemudian
menyebabkan beragam persoalan yang untuk mengatasinya
membutuhkan tindakan bersama (UNDP Indonesia, 2024) Salah satu
gerakan yang dicanangkan oleh PBB untuk mengatasi permasalahan
kemiskinan, melindungi planet bumi dan memastikan kehidupan yang
layak dan aman bagi setiap individu pada tahun 2030 adalah program
Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan visi yang
ditujukan pada seluruh wilayah di dunia. Program ini juga disebut
sebagai “Global Goals”, melalui program ini diharapkan tidak lagi
ditemukan permasalahan kemiskinan, kelaparan, AIDS, maupun
diskriminasi terhadap wanita dan anak perempuan.

Sasaran-sasaran pembangunan SDGs Dberlaku universal,
maksudnya adalah bahwa tujuan SDGs diberlakukan untuk seluruh
negara, baik negara yang tertinggal, berkembang maupun negara
maju. SDGs mempunyai 17 tujuan yang indikator capaiannya
berjumlah 169. Tujuan SDGs merupakan tujuan yang terintegrasi, di
mana aktivitas di satu bidang dapat memberikan pengaruh pada
bidang lainnya. Pembangunan yang dilakukan di bidang sosial,
ekonomi, dan lingkungan harus dilakukan secara seimbang agar dapat
berkelanjutan sehingga kehidupan dunia dapat bertransformasi
menjadi suatu tempat yang dapat dihuni dengan lebih baik. Deklarasi
SDGs ini dilakukan pada September 2015 pada Sidang Umum
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Penerapan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia
Tenggara tidak dapat dilakukan secara instan, namun diawali dengan
terdapatnya tujuan yang sama dari keseluruhan negara anggota
ASEAN. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan
tujuan yang sejalan, sepuluh negara anggota ASEAN telah
menandatangani Sustainable Development Goals (SDGs) yang disusun
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konsep tersebut
berlandaskan pada kerangka acuan internasional yang dijadikan
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sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang
berkelanjutan. Komitmen yang terdapat pada isi Piagam ASEAN 2015
yaitu memastikan dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan saat
ini dan masa depan. Selain itu, kesejahteraan masyarakat, keamanan,
dan mata pencaharian masyarakat adalah hal yang diprioritaskan
dalam proses pembangunan Komunitas ASEAN (Praditya Fathir Rizqi
& Aldi Muhammad Alizar, 2023).

Salah satu konsep yang selaras dengan Sustainable Development
Goals (SDGs) yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Blue
Economy atau ekonomi biru. Konsep ini muncul sejak awal tahun
2000an yang pada saat itu perhatian global tertuju pada
pembangunan berkelanjutan. Gunter Pauli merupakan orang pertama
yang mencetuskan istilah ekonomi biru. Ia merupakan seorang
pengusaha dan pendukung keberlanjutan yang berasal dari Belgia.
Ekonomi biru ini pertama kali diperkenalkan melalui bukunya yang
berjudul “The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 million
Jobs” (Retno, 2024).

Dalam bukunya tersebut ia menjelaskan Ekonomi Biru
merupakan gabungan upaya yang berdampak pada penciptaan
kesadaran global yang berakar pada upaya mencari solusi praktis
berdasarkan sistem pembangunan berkelanjutan. Sebagai bagian dari
kawasan Indo-Pasifik, ASEAN sangat berkepentingan terhadap
kawasan regional yang aman, damai, dan makmur (Firman, 2024).
Faktor lain yang membuat Kawasan Indo-Pasifik penting bagi ASEAN
adalah bahwa negara-negara anggota berada di Asia Tenggara berada
di titik transisi antara Samudera Hindia dan Pasifik. Negara-negara
yang mendukung gagasan Indo-Pasifik juga memiliki kekuatan
ekonomi dan militer yang signifikan (Alby et al., 2021).

Untuk mewujudkan Kawasan regional yang aman, damai dan
makmur maka ASEAN memperkuat kerjasama regional dengan Indian
Ocean Rim Association (I0RA) dan Pacific Island Forum (PIF) melalui
penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Hal ini merupakan
komitmen bersama untuk memperkuat hubungan dan kerja sama di
kawasan Indo-Pasifik yang semakin strategis. Kerja sama ini bertujuan
untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan
Indo-Pasifik, sambil menghindari rivalitas kekuatan besar dan konflik
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yang dapat merusak kawasan. MoU ini mencakup berbagai area
prioritas seperti kerja sama maritim, konektivitas, inklusivitas,
pembangunan berkelanjutan, ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi
digital, dan manajemen bencana (Dikarma, 2024).

Selain dikenal sebagai ekonomi biru, nama lain yang juga merujuk
pada upaya memanfaatkan berbagai sumber daya laut secara
berkelanjutan adalah ekonomi laut atau ekonomi maritim.
Pemanfaatan tersebut di antaranya digunakan untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat, memperbaiki kehidupan masyarakat
hingga bertujuan untuk terwujudnya ekosistem laut yang sehat.
Sektor-sektor yang diantaranya terdapat dalam cakupan ekonomi
biru adalah sektor pelayaran, perikanan, bioteknologi kelautan,
energi, akuakultur dan pariwisata. Saat ini, banyak orang, termasuk
pembuat kebijakan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan,
memperhatikan potensi ekonomi biru untuk meningkatkan
pembangunan berkelanjutan dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Beragamnya potensi ekonomi biru tidak menjadikannya terbebas dari
sejumlah tantangan modern yang mengancam keberlanjutan dan
potensi manfaatnya. Penangkapan ikan berlebihan, polusi, perusakan
habitat, dan perubahan iklim membahayakan kesehatan lautan dan
sumber dayanya. Mereka mempengaruhi lingkungan dan memiliki
dampak ekonomi dan sosial, termasuk kehilangan keanekaragaman
hayati, mata pencaharian, dan warisan budaya (Retno, 2024).

Ekonomi biru menjadi topik strategis yang krusial, mengingat
ekosistem laut yang terjaga kesehatannya memiliki potensi besar
dalam menyediakan peluang kerja, sumber pangan, mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional, berperan dalam regulasi iklim, serta
mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir. Namun,
sekitar 20% wilayah laut global saat ini berada dalam kondisi yang
sangat rentan terhadap berbagai ancaman lingkungan. Faktor-faktor
utama penyebab kerentanan ini mencakup pembakaran bahan bakar
fosil seperti minyak bumi dan batu bara, serta aktivitas deforestasi.
Akibatnya, ekosistem laut dihadapkan pada tiga tekanan utama, yaitu
peningkatan suhu yang ekstrem, penurunan kadar oksigen terlarut,
dan pengasaman laut, yang intensitasnya semakin meningkat dalam
beberapa dekade terakhir (CNN Indonesia, 2024). Kondisi laut
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Pendahuluan

[su perempuan, perdamaian, dan keamanan (Women, Peace and
Security/WPS) telah menjadi salah satu diskursus utama dalam studi
hubungan internasional kontemporer. Perhatian terhadap dimensi
gender dalam keamanan internasional muncul seiring dengan
pergeseran paradigma dari keamanan negara (state security) menuju
keamanan manusia (human security), yang menekankan pentingnya
perlindungan dan pemberdayaan individu sebagai aktor kunci dalam
perdamaian dan pembangunan berkelanjutan (Hendricks, 2020).

Sejak diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 pada
tahun 2000, perhatian global terhadap peran perempuan dalam
mencegah konflik, menjaga perdamaian, serta membangun kembali
masyarakat pasca-konflik meningkat secara signifikan. Resolusi ini
menjadi tonggak penting dalam mengakui bahwa pengalaman dan
kontribusi perempuan dalam situasi konflik seringkali diabaikan,
padahal sangat penting untuk menciptakan perdamaian yang adil dan
berkelanjutan (UNDP, 2019).

Pendekatan tradisional terhadap keamanan dan konflik
cenderung menempatkan perempuan sebagai korban pasif, bukan
sebagai aktor aktif dalam proses perdamaian. Padahal, berbagai studi
menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam negosiasi
perdamaian berkontribusi terhadap keberlanjutan perjanjian damai,
meningkatkan legitimasi proses, serta memperluas agenda
pembangunan pasca-konflik (Johnson-Freese, 2023; Priebe & Fitriani,
2023).

Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap agenda WPS
tercermin dalam berbagai inisiatif kebijakan dan partisipasi aktif
dalam operasi perdamaian internasional. Indonesia merupakan salah
satu negara penyumbang pasukan perdamaian terbesar di dunia, dan
secara aktif mendorong peningkatan jumlah personel perempuan
dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hingga tahun 2023,
sekitar 6,5 persen dari total pasukan Indonesia di bawah bendera PBB
adalah perempuan, angka yang menunjukkan tren positif, meskipun
masih di bawah target minimal 15 persen yang direkomendasikan
PBB (UN Women Indonesia, 2024).
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Selain itu, Indonesia juga telah mengadopsi Rencana Aksi
Nasional WPS (NAP-WPS) yang tidak hanya menekankan partisipasi
perempuan dalam konteks konflik bersenjata, tetapi juga mencakup
isu-isu kontemporer seperti ekstremisme kekerasan berbasis gender,
disinformasi digital, dan perubahan iklim sebagai faktor
ketidakamanan baru (UN Women Indonesia, 2024). Hal ini
menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia
Tenggara yang proaktif dalam mendorong pendekatan keamanan
yang inklusif dan responsif terhadap pengalaman perempuan.

Dalam kerangka itulah bab ini disusun untuk mengkaji secara
kritis perkembangan agenda Women, Peace and Security (WPS),
dengan fokus pada peran perempuan sebagai agen keamanan,
tantangan struktural dalam implementasi agenda WPS, serta
dinamika lokal dan regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan
Indonesia. Bab ini akan menawarkan analisis interdisipliner yang
mencakup aspek normatif, institusional, dan praktis, guna
memperkaya wacana akademik dan kebijakan tentang keamanan
berperspektif gender.

Lebih jauh, bab ini menggarisbawahi bahwa mengintegrasikan
perspektif gender ke dalam kebijakan keamanan bukan hanya
merupakan tuntutan keadilan sosial, tetapi juga strategi efektif dalam
menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif. Sebagaimana
dikemukakan oleh para pakar keamanan internasional, “tanpa lensa
gender, kita tidak bisa memahami akar kekerasan, bentuk ancaman
baru seperti ekstremisme berbasis gender, atau kerentanan
perempuan di tengah krisis iklim dan konflik sipil” (Priebe, 2023)

Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini akan menguraikan
secara sistematis berbagai aspek dari agenda WPS, mulai dari evolusi
normatifnya, kontribusi perempuan dalam sektor keamanan, hingga
tantangan dan peluang dalam konteks nasional dan regional. Dengan
demikian, bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
lebih mendalam tentang bagaimana keamanan internasional masa
kini perlu didekati melalui kerangka yang lebih inklusif dan
transformatif.
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Evolusi Agenda Women, Peace and Security (WPS)
1. Apaitu Agenda WPS?
Agenda Women, Peace and Security (WPS) adalah sebuah kerangka
kerja normatif dan kebijakan internasional yang ditujukan untuk
memastikan bahwa perempuan dilibatkan secara aktif, bermakna,
dan setara dalam seluruh aspek proses perdamaian dan keamanan
baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Agenda ini lahir dari
kenyataan bahwa konflik bersenjata berdampak berbeda terhadap
laki-laki dan perempuan, serta bahwa perempuan seringkali
dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan
pascakonflik, meskipun mereka memiliki peran signifikan dalam

membangun kembali masyarakat (UNDP, 2019).

Inisiatif ini dimulai pada tanggal 31 Oktober 2000, ketika
Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1325 secara bulat.
Resolusi ini merupakan hasil perjuangan panjang organisasi
perempuan global, termasuk dari negara-negara berkembang,
untuk mendorong pengakuan terhadap pengalaman perempuan
dalam konflik dan menuntut hak mereka untuk berpartisipasi
dalam proses perdamaian. Resolusi ini menyerukan agar negara
anggota:

a. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan
keputusan terkait perdamaian dan keamanan,

b. Melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual
dan berbasis gender,

c. Mengintegrasikan perspektif gender dalam misi perdamaian
dan rekonstruksi pascakonflik,

d. Dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan khusus
perempuan dalam pemulihan pascaperang (United Nations,
2015).

Setelah Resolusi 1325, sejumlah resolusi tambahan
dikeluarkan untuk memperkuat dan memperluas agenda ini,
termasuk Resolusi 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106
(2013), dan 2122 (2013). Resolusi 1820, misalnya, untuk pertama
kalinya secara tegas menyatakan bahwa kekerasan seksual
digunakan sebagai taktik perang, dan bahwa hal tersebut dapat
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Isu Keamanan Internasional sebagai Pendahuluan

Keamanan dalam kajian hubungan internasional merupakan isu yang
mengalami perkembangan dari berbagai perdebatan, mulai dari
keamanan bersifat tradisional hingga non-tradisional. Teks keamanan
dibentuk secara signifikan melalui konteks historisnya, sehingga
melahirkan kritikan-kritikan terhadap konsep keamanan yang
berfokus pada negara sebagai aktor utamanya. Kemunculan aspek lain
seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia didorong
oleh berbagai faktor yang dapat berkembang melalui aktor non-
negara. Kajian keamanan melalui perkembangannya semakin
multidimensional dan relevan untuk menjawab tantangan isu
keamanan kontemporer pada tingkat internasional maupun nasional.

Paradigma keamanan konvensional berubah seiring munculnya
ancaman keamanan baru yang muncul setelah berakhirnya perang
dingin. Ancaman-ancaman tersebut meliputi konflik nasional, migrasi
internasional, dan kejahatan transnasional. Persoalan-persoalan
keamanan tradisional yang berfokus pada kekuatan militer dan
stabilitas negara mulai dipertanyakan efektivitasnya dalam
menghadapi ancaman kontemporer. Strategi komprehensif untuk
menghadapi ancaman global yang kompleks sangat diperlukan
melalui pendekatan keamanan yang sebelumya hanya bergantung
kepada kekuatan negara tidak lagi dianggap sebagai solusi utama
dalam menghadapi ancaman. Selain itu, teks keamanan non-
tradisional muncul sebagai penantang dan alternatif dengan anggapan
bahwa lingkup keamanan bukan hanya negara dan militer saja, namun
mencakup proses melibatkan individu dan kelompok sebagai aktor
selain negara.

Pandangan dan pendapat tentang keamanan mulai bermunculan
dari berbagai perspektif. Menurut critical security studies, misalnya,
keamanan berorientasi pada ancaman bukan hanya masalah negara,
akan tetapi harus dipahami, dikonstruksi, dan siapa yang mendapat
keuntungan dan kerugian dari keamanan tertentu. Pandangan lain
dari perspektif konstruktivisme memandang keamanan berkaitan
dengan persepsi yang berkaitan dengan emosi yang menggerakkan
dan dapat dieksploitasi melalui sekuritisasi. Sekuritisasi, yang
memanfaatkan emosi melalui kekuatan estetika, dapat menggiring
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kesadaran target pada tingkat domestik, internasional, dan global
tentang keberadaan keamanan yang diinginkan dan tidak
diperhatikan oleh kajian keamanan konvensional (Bainus, Rahman, &
Junita, 2017).

Studi keamanan internasional berkembang dan mengadopsi
kerangka konseptual yang lebih luas, memperhitungkan perubahan
historis, dan identifikasi pola baru dalam keamanan global. Kajian
keamanan berkembang dan mengalami transformasi yang signifikan
dibandingkan dengan metode lama yang berpusat pada militer dan
negara. Oleh karena itu, tulisan ini akan menunjukkan bagaimana
masalah strategis berkembang, kerangka umum yang mendasarinya,
perubahan yang terjadi sepanjang sejarah yang memengaruhi
perspektif keamanan, dan pendekatan baru yang muncul untuk
menghadapi tantangan keamanan di era kontemporer.

Perkembangan Isu-isu Strategis

Pada awal 1920 dan 1930, isu-isu strategis berkembang pada
pemanfaatan teknologi dan pengerahan ilmu alam (natural science)
bagi ketertarikan suatu negara (Chatherine, 2016). Komunitas suatu
negara dibedakan berdasarkan apa yang dilakukannya dan
keberhasilan pada pengambilan kebijakan yang dibuat oleh setiap
negara tersebut. Isu nuklir menjadi bagian yang digunakan untuk
menjaga sebuah negara, hal ini membuat pemerintah suatu negara
menggunakan setiap kebijakannya untuk sesuatu yang mereka
inginkan.

Sagan Scott (2017) menjelaskan bahwa ada tiga alasan atau cara
untuk menjelaskan fenomena nuklir. Pertama, the security model,
model keamanan berfokus pada upaya negara untuk melindungi
negara dari ancaman dari luar. Pada dasarnya, pemikiran realis
menyatakan bahwa setiap negara harus memiliki kemampuan untuk
menjaga keamanan dan kedaulatannya sendiri. Hal ini jelas
disebabkan oleh ancaman daya rusak nuklir, yang mendorong setiap
negara untuk memperkuat kekuatan militernya untuk mengimbangi
negara lain yang mengembangkan nuklir. Dengan menggunakan
nuklir, kepentingan negara dapat dimaksimalkan. Kedua, the domestic
politic model, pemanfaatan nuklir digunakan sebagai alat politik untuk

m Purwasandi




Transformasi Studi Keamanan Internasional:
Kerangka Umum, Perubahan Sejarah, dan Pola Baru Keamanan Internasional

mempengaruhi kelompok elit dalam menuntun arah kebijakan. Sering
kali hal ini dijadikan sebagai pemaksaan kepentingan suatu kelompok
ketika terjadi benturan politik dalam negeri. Ketiga, The norms model,
penggunaan nuklir dianggap sebagai tanda modernitas dan
keunggulan suatu negara di mata internasional. Kekuatan nuklir suatu
negara dapat membentuk identitas dan simbolisasinya. Dalam kasus
ini, norma yang berlaku menentukan jalan kebijakan, bukan elit
politik.

Pada pengambilan kebijakan, ada 4 prinsip utama yang
berpengaruh terhadap isu-isu strategis, yaitu (1) peraturan tertulis
yang berkaitan dengan keamanan (security) tidak hanya dalam
lingkup militer saja, akan tetapi juga ada kaitannya dengan
keterlibatan warga negara; (2) pengetahuan yang terbentuk oleh
kehidupan sosial atau hukum kebiasaan yang diterapkan dalam
melawan ancaman dari luar; (3) pengembangan pemikiran kritis dan
fokus perhatian pada hal yang penting bukan yang mendesak untuk
bertahan; dan (4) penunjukan hasil kebijakan pada pemilihan
informasi yang tepat dan akurat untuk suatu kepentingan yang
bertujuan pada solusi yang optimal untuk suatu kemungkinan (Scott,
1997).

Pendapat terkait tahun 1960-an dan 1970-an mewakili zaman
keemasan kedua dari analisis strategis. Dunia Ketiga, gerakan yang
tidak selaras, nasionalisme, dan terorisme sama validnya dengan
masalah-masalah untuk dipelajari dengan standar lama hukum
internasional, organisasi internasional, dan diplomasi kekuatan-
kekuatan besar Eropa. Ada bagian baru yang sengaja melanggar
profesionalisme dan berfokus pada isu-isu keamanan tradisional,
tantangan militer, politik, dan ekonomi untuk keamanan negara, dan
hal ini merupakan pilihan yang tersedia untuk melindungi dan
mempertahankan kepentingannya.

Barry Buzan menyatakan bahwa keamanan didefinisikan sebagai
suatu konsep sosial. Oleh karena itu, karena topik pembicaraan yang
mempengaruhi stabilitas keamanan, suatu masalah dapat
dikategorikan sebagai masalah keamanan. Ketika aktor-aktor tertentu
membangun cerita bahwa suatu masalah merupakan ancaman
eksistensial bagi suatu entitas tertentu, keamanan menjadi sangat
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Pendahuluan

Konsentrasi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil,
industrialisasi, dan deforestasi telah meningkat secara signifikan
dalam satu abad terakhir. Berbagai kesepakatan internasional seperti
Kyoto Protocol (1997) dan Paris Agreement (2015) telah disepakati
dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi
menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan (Baruch-Mordo et al,,
2019). Hingga kini, United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) sebagai rezim iklim global secara rutin mengadakan
pertemuan tahunan (the Conference of Parties) yang mempertemukan
kepala negara dan pemimpin dunia untuk merumuskan strategi
transisi energi guna mencapai target net zero emissions pada tahun
2050.

Pada tahun 2023 silam, Conference of the Parties ke-28 atau yang
dikenal dengan COP28 Dubai telah menghasilkan lima resolusi
penting, salah satunya adalah komitmen untuk menghapus
penggunaan bahan bakar fosil (phase-out) secara bertahap serta
meningkatkan kapasitas energi terbarukan (UNFCCC, n.d.). Resolusi
ini menandai semakin besarnya urgensi kolaborasi global dalam
mempercepat transisi energi menuju masa depan yang lebih
berkelanjutan. Meskipun kebijakan global dalam rezim iklim untuk
dekarbonisasi telah mengalami kemajuan, pertumbuhan ekonomi
dunia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil (Hamid et al.,
2022). Ketergantungan ini menghambat percepatan transisi energi
menuju sumber yang lebih berkelanjutan, terutama bagi negara-
negara berkembang yang menghadapi dilema antara tuntutan
pembangunan ekonomi dan komitmen pengurangan emisi (Hidayati,
2024).

Negara-negara dengan cadangan minyak yang melimpah seperti
Qatar, Bahrain dan Kuwait menghadapi tantangan tersendiri karena
sektor energi fosil masih menjadi pilar utama perekonomian mereka
(Peszko et al, 2020). Sementara itu, negara-negara maju di Global
North semakin agresif mengalihkan investasi ke energi terbarukan
dan teknologi rendah karbon, dan persaingan antarhegemoni,
khususnya Amerika Serikat dengan Tiongkok, juga memengaruhi
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iklim investasi dan mekanisme pembiayaan transisi energi global.
Ketimpangan ini pada akhirnya melebarkan jurang antara negara
maju dan berkembang dalam hal akses serta kapasitas untuk
bertransisi menjadi lebih hijau.

Transisi energi dalam konteks hubungan internasional bukan
hanya sekadar pengurangan penggunaan bahan bakar tak terbarukan
dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, melainkan
kehadiran dimensi geopolitik yang kompleks (Griffiths, 2019). Arena
persaingan antarkekuatan besar dalam industri teknologi hijau tak
terhindarkan, begitu juga kerja sama internasional (Zabelin & von
Dongen, 2024). Transisi energi juga mengubah peta kekuatan global
dengan munculnya kekuatan baru dalam kompetisi rantai pasok
energi. Selain itu, kebutuhan akan pasokan sumber daya mineral Kkritis
yang besar seperti lithium dan nikel (IEA, 2021) yang sebagian besar
berada di zona tropis menjadikan negara yang memiliki sumber daya
tersebut mulai memainkan dinamika politiknya dalam ekonomi
global. Negara-negara yang masih bergantung pada energi
konvensional juga mulai menghadapi tekanan-tekanan global untuk
mendiversifikasi ekonominya (Jensen, 2024). Oleh karena itu,
beberapa negara melihat transisi energi sebagai peluang untuk
memperkuat ketahanan energi dan hegemoni, sedangkan beberapa
yang lain menghadapi ketidakpastian dan risiko lingkungan akibat
ketergantungan pada industri berbasis fosil.

Bab ini akan membahas bagaimana transisi energi berkembang
dalam dinamika hubungan internasional, dengan menyoroti
perspektif teoretis serta peran kerja sama dan tata kelola global dalam
mempercepat pergeseran menuju sistem energi yang lebih
berkelanjutan. Pada konteks ini, transisi energi tidak hanya menjadi
isu teknis atau ekonomi semata, tetapi juga bagian dari persaingan
geopolitik, negosiasi multilateral, serta perubahan norma dan
kebijakan global. Bab ini juga diharapkan dapat menjadi reference
point bagi pembaca yang ingin mendalami diskursus transisi energi
dalam kerangka hubungan internasional dan dampaknya terhadap
arsitektur tata kelola global di masa depan.
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Konsep Transisi Energi dalam Hubungan Internasional
Transisi energi merupakan pergeseran fundamental secara sistematis
dan perlahan dalam sistem energi dari yang awalnya fokus pada bahan
bakar fosil seperti minyak, gas, dan batubara menuju sumber energi
yang lebih bersih, terbarukan, dan berkelanjutan seperti tenaga surya,
angin, hidro, dan bioenergi (Kowalska-Pyzalska, 2024). Perubahan ini
tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga membawa implikasi luas
terhadap aspek ekonomi, sosial, dan politik yang saling terkait serta
penuh dengan dinamika kompleks (Yang et al., 2024). Momentum
transisi energi tidak dapat dipisahkan dari urgensi krisis iklim yang
semakin nyata sebagai tantangan global. Tingginya konsentrasi emisi
karbon, pemanasan global, kenaikan permukaan air laut, serta
deforestasi menjadi faktor utama yang mendorong negara-negara
untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi. Namun,
kemampuan setiap negara dalam bertransisi tidaklah seragam,
bergantung pada kapasitas ekonomi, akses terhadap teknologi, serta
komitmen politik dalam mengurangi emisi dan mengimplementasikan
kebijakan energi yang lebih berkelanjutan.

Salah satu determinan penting dalam mencapai target net-zero
2050 adalah diplomasi energi. Diplomasi energi tradisional berfokus
pada keamanan nasional dan pasokan bahan bakar fosil, yang sering
kali tidak selaras dengan upaya global dalam mempercepat
pengembangan serta penggunaan energi terbarukan.
Ketidakseimbangan ini menjadi tantangan dalam mencapai tujuan
membatasi pemanasan global agar tidak melebihi 1,5°C di atas tingkat
pra-industri seperti yang ditargetkan dalam Paris Agreement (Huda,
2024). Konsep dan praktik diplomasi energi dimulai sejak fase awal
abad ke-20, saat itu sedang berkembang krisis minyak kedua (the
Second 0il Crisis). Sejak itu, diplomasi energi lebih banyak berfokus
pada sekuritisasi energi suatu negara dan kebijakan luar negeri untuk
mendapatkan keamanan energi (DiploFoundation, 2021). Diplomasi
energi tentunya menjadi sangat krusial saat ini karena adanya agenda
pergeseran global untuk bertransisi menuju sumber energi yang lebih
bersih.

Sayangnya, transisi energi, Kkhususnya di negara-negara
berkembang, masih menghadapi kondisi yang dilematis. Konsep just
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Pendahuluan

Dalam kajian hubungan internasional, konsep keamanan telah terlalu
lama diartikan secara sempit, yaitu keamanan wilayah dari serangan
militer atau ancaman nuklir. Negara-negara didorong untuk
mengarahkan kebijakan luar negeri nya pada strategi pertahanan
demi menjaga keutuhan wilayah negara. Namun, pasca Perang Dingin,
paradigma keamanan berubah cakupannya dari negara menjadi
individu, dan ancaman tidak lagi hanya berupa militer, tetapi juga
berupa ancaman non-militer. Kini, eksistensi manusia mendapatkan
perhatian yang lebih besar, sehingga memunculkan konsepsi
keamanan manusia.

Salah satu ancaman terhadap keamanan manusia yang semakin
mendapatkan perhatian dunia adalah perdagangan manusia (human
trafficking). Fenomena ini tidak hanya menyalahi prinsip-prinsip
kemanusiaan, tetapi juga mengancam harkat dan martabat manusia
secara langsung. UNODC (2023) mencatat bahwa setiap tahun
puluhan ribu kasus perdagangan manusia terdeteksi di seluruh dunia,
dengan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan.
Kompleksitas masalah ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia
bukan sekadar persoalan kriminalitas, tetapi merupakan ancaman
serius terhadap keamanan manusia dan stabilitas internasional.

Dalam hubungan internasional, isu perdagangan manusia
berkembang menjadi perhatian global melalui berbagai forum
multilateral, kesepakatan internasional, serta kerangka kerja sama
regional maupun bilateral. Lahirnya berbagai instrumen internasional
seperti Protokol Palermo pada tahun 2000 menunjukkan adanya
konsensus internasional bahwa perdagangan manusia merupakan
bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman terhadap
keamanan manusia yang harus diatasi bersama.

Bab ini akan membahas perdagangan manusia sebagai ancaman
keamanan manusia dalam perspektif hubungan internasional.
Pembahasan diawali dengan reorientasi studi keamanan dari
paradigma tradisional menuju non-tradisional, kemudian dilanjutkan
dengan penjelasan mengenai lahirnya konsep human security dalam
studi hubungan internasional. Selanjutnya, akan dibahas posisi isu
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perdagangan manusia dalam dinamika global, bagaimana praktik
tersebut mengancam keamanan manusia, serta bagaimana kerangka
kerja sama internasional berperan dalam upaya pemberantasannya.

Reorientasi Studi Keamanan dalam  Hubungan
Internasional

Studi keamanan sebagai salah satu subkajian dalam hubungan
internasional telah didominasi oleh pendekatan realisme sejak awal,
terutama saat Perang Dingin berlangsung. Dalam kerangka realisme,
keamanan suatu negara merupakan sebuah kondisi yang terbebas
dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk
melindungi negara-bangsanya dari serangan militer yang berasal dari
lingkungan eksternal (Morgenthau & Thompson, 2006). Pendekatan
ini mengharuskan negara untuk meningkatkan kapabilitas militer
dalam menjaga keberlangsungan hidup. Sebagaimana dikatakan oleh
pemikir realisme, Hans ]. Morgenthau, bahwa “The meaning of national
interest is survival - the protection of physical, political and cultural
identity against encroachments by other nation-states” (Morgenthau,
1952). Morgenthau melihat negara sebagai pelaku utama setiap
tindakan yang dilakukan dalam upaya mengamankan wilayahnya dari
ancaman pihak luar. Oleh karena itu, perspektif realisme telah
mengarahkan fokus studi keamanan menjadi tradisional, yaitu sangat
militeristik, berkisar pada strategi pertahanan, pembentukan aliansi,
dan peningkatan kemampuan militer untuk bersiap menghadapi
ancaman kekuatan lain, bahkan perang.

Perspektif neorealisme memperkuat pandangan realisme tentang
keamanan tradisional. Kenneth Waltz menyatakan bahwa keamanan
pada dasarnya adalah tentang negarasebagai aktor utama
dan ancaman militer eksternal sebagai isu sentral. Dalam konteks ini,
negara dipandang sebagai entitas rasional yang beroperasi dalam
sistem internasional yang anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi
yang mampu menjamin perdamaian dan keteraturan secara global
(Kenneth, 1979). Dalam struktur sistem internasional yang anarki
mendorong negara untuk bertindak self-help demi kelangsungan
hidupnya. Konsekuensinya, studi keamanan dalam paradigma
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neorealisme sama dengan realisme, yaitu cenderung fokus pada
strategi militer, konflik antarnegara, aliansi pertahanan, dan
perlombaan senjata. Studi keamanan pun berkembang dalam bingkai
militeristik dan negara-sentris, dengan mengesampingkan ancaman
non-tradisional dan hanya terbatas pada aktor non-negara.

Berakhirnya Perang Dingin telah memberikan perubahan
signifikan terhadap studi keamanan. Konsep keamanan yang pada
awalnya hanya berorientasi pada kajian tradisional yang bersifat
militeristik dan fokus pada aktor negara, kini mulai mengalami
transformasi dengan memasukkan kajian non-tradisional (non-
militeristik), seperti isu perdagangan manusia, migrasi ilegal,
penyebaran penyakit, tingkat polusi, serta kemunculan aktor non-
negara. Isu keamanan non-tradisional mulai muncul di akhir dekade
1990-an ketika sekelompok ahli yang disebut mazhab Kopenhagen,
seperti Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, mencoba
memperluas fokus keamanan dengan memasukkan berbagai aspek
yang tidak biasa dikaji dalam studi keamanan tradisional. Aspek-
aspek tersebut di antaranya masalah pangan yang tidak cukup,
ancaman kelaparan dan kemiskinan, perubahan iklim, hak asasi
manusia, dan lainnya, di mana semua isu tersebut dianggap juga
sebagai bagian dari studi keamanan. Kelompok pemikir ini secara
tegas berusaha memperluas topik pembahasan isu keamanan, tidak
hanya fokus pada keamanan negara saja, tetapi juga mulai membahas
keamanan manusia. Keamanan manusia menjadi perhatian yang
serius saat ini, dan terus berkembang dalam studi keamanan.

Lahirnya Konsep Keamanan Manusia (Human Security)

Awalnya, konsep keamanan manusia (human security) diperkenalkan
oleh UNDP (United Nations Development Program) dalam Laporan
Tahunan UNDP yang berjudul Human Development Report pada tahun
1994. UNDP menyatakan “human security can be said to have two main
aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger,
disease and repression. And second, it means protection from sudden
and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in
jobs orin communities” (UNDP, 1994). Definisi keamanan manusia dari
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Pendahuluan

Ekonomi digital Asia Tenggara telah mengalami transformasi yang
luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data laporan
e-Conomy SEA 2021-2024, nilai total transaksi digital (Gross
Merchandise Value) kawasan tumbuh dari $174 miliar pada tahun
2021 menjadi $263 miliar pada tahun 2024, menunjukkan
pertumbuhan yang konsisten meskipun menghadapi tantangan
makroekonomi global (Google, Temasek, 2021, 2022, 2023, 2024).
Kawasan ini telah membuktikan diri sebagai salah satu motor
penggerak ekonomi digital global, dengan Indonesia sebagai ekonomi
terbesar di kawasan.

Pertumbuhan ekonomi digital yang fenomenal ini tidak terjadi
dalam ruang hampa. Di balik angka-angka yang mengesankan
tersebut, terdapat kompleksitas tata kelola perdagangan digital yang
melibatkan negosiasi internasional yang rumit. World Trade
Organization (WTO) Joint Statement Initiative (JSI) on Electronic
Commerce menjadi arena utama di mana masa depan aturan
perdagangan digital global ditentukan. Pada tanggal 26 Juli 2024,
inisiatif yang melibatkan 91 negara peserta ini berhasil mencapai
stabilisasi teks Agreement on Electronic Commerce, menandai tonggak
penting dalam sejarah perdagangan digital internasional (Vergano &
Dolle, 2024).

Namun, Indonesia mengambil posisi yang menarik dalam
dinamika ini. Meskipun menjadi salah satu negara dengan ekonomi
digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia belum menandatangani
kesepakatan tersebut dan masih melakukan konsultasi domestik.
Posisi ini mencerminkan dilema strategis yang dihadapi Indonesia: di
satu sisi ingin memanfaatkan peluang perdagangan digital global, di
sisi lain berusaha melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan
digital.

Artikel ini bertujuan menganalisis posisi strategis Indonesia
dalam negosiasi e-commerce internasional, dengan fokus pada
tantangan dan peluang yang dihadapi dalam merumuskan tata kelola
perdagangan digital yang optimal. Analisis ini menjadi penting
mengingat keputusan yang diambil Indonesia dalam konteks ini akan
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berdampak signifikan terhadap masa depan ekonomi digital nasional
dan posisi Indonesia dalam ekosistem perdagangan digital global.
Tantangan Indonesia dalam negosiasi e-commerce internasional
mencerminkan kompleksitas ekonomi politik global yang melibatkan
berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Dalam konteks ini,
Indonesia harus menavigasi tekanan liberalisasi dari negara maju
sambil mempertahankan kedaulatan digital dan melindungi
kepentingan ekonomi domestik.

Transformasi Ekonomi Digital Asia Tenggara: Momentum

dan Dinamika Pertumbuhan

Asia Tenggara telah mengalami transformasi digital yang luar biasa

dalam dekade terakhir. Berdasarkan data e-Conomy SEA 2021-2024,

ekonomi digital kawasan menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat

dengan pergeseran prioritas dari pertumbuhan yang berfokus pada

pengguna ke model yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan.

1. Dominasi Sektor E-commerce dan Inovasi Digital
Sektor e-commerce tetap menjadi pendorong pertumbuhan
terbesar dalam ekonomi digital di Asia Tenggara. GMV e-commerce
meningkat dari $120 miliar pada tahun 2021 menjadi $159 miliar
pada tahun 2024. Inovasi penting yang menonjol adalah video
commerce yang melonjak drastis, menyumbang 20% dari total GMV
e-commerce pada tahun 2024, naik dari kurang dari 5% pada tahun
2022.

Fenomena ini mencerminkan adopsi teknologi yang semakin
canggih dalam ekosistem digital Asia Tenggara. Video commerce,
sebagai bentuk perdagangan yang menggabungkan konten video
interaktif dengan transaksi langsung, telah menjadi tren yang
mengubah paradigma belanja online tradisional, menunjukkan
bahwa konsumen di kawasan tidak hanya mengadopsi teknologi
digital tetapi juga mendorong inovasi dalam model bisnis digital.

2. Revolusi Layanan Keuangan Digital
Sektor layanan keuangan digital menunjukkan pertumbuhan yang
paling mengesankan. Total Gross Transaction Value (GTV)
pembayaran digital melonjak dari $707 miliar pada tahun 2021
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menjadi $1,138 miliar pada tahun 2024. Adopsi kode QR yang
meluas telah menjadi katalisator utama pertumbuhan ini,
memfasilitasi transaksi pembayaran digital di seluruh wilayah.

Saldo pinjaman digital juga menunjukkan pertumbuhan yang
kuat, meningkat dari $39 miliar pada tahun 2021 menjadi $71
miliar pada tahun 2024. Perkembangan ini mencerminkan
kematangan ekosistem fintech di Asia Tenggara, di mana layanan
keuangan digital tidak hanya menjadi alternatif tetapi mulai
menjadi pilihan utama bagi masyarakat.

Tren Layanan Keuangan Digital Asia Tenggara (2021-2024)
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Gambar 7.1: Tren Layanan Keuangan Digital Asia Tenggara
(2021-2024)
Sumber: E-Conomy SEA 2021-2024

3. Pergeseran Paradigma Menuju Profitabilitas Berkelanjutan
Salah satu tren paling signifikan adalah pergeseran fokus dari
pertumbuhan berbasis pengguna menuju model bisnis yang
berkelanjutan dan menguntungkan. Laba industri mengalami
pertumbuhan luar biasa, berlipat ganda sebesar 2,5 kali lipat dalam
dua tahun terakhir. Total pendapatan tumbuh dari $78 miliar pada
tahun 2022 menjadi $89 miliar pada tahun 2024, dan laba naik dari
$4 miliar pada tahun 2022 menjadi $11 miliar pada tahun 2024.
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Strategi Hedging Negara Kecil Di Kawasan Teluk Dalam Menghadapi Rivalitas Saudi-Iran

Pendahuluan

Keamanan merupakan prioritas utama bagi setiap negara di tengah
ketidakpastian sistem internasional. Dalam sistem internasional yang
bersifat anarki, kelangsungan hidup merupakan tujuan utama setiap
negara (Walt, 1987). Dalam sistem internasional yang terus berubah,
negara-negara kecil di kawasan Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Oman,
Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) menghadapi tantangan besar dalam
menjaga stabilitas dan keamanan nasional mereka. Di tengah rivalitas
yang intens antara dua kekuatan besar regional, yaitu Arab Saudi dan
Iran, negara-negara kecil ini harus memainkan peran yang cermat
dalam merumuskan kebijakan luar negeri mereka (Hamdi and Salman,
2020).

Persaingan kekuatan ini membawa ketidakpastian yang
mempengaruhi keputusan diplomatik, militer, dan ekonomi negara-
negara kecil, yang terpaksa memilih antara berbagai aliansi dan
strategi keamanan (Lim and Cooper, 2015). Sebagian besar negara
kecil ini berusaha menjaga otonomi mereka di tengah ketegangan
global dan regional yang terus meningkat (Kuik, 2021). Negara-negara
kecil di kawasan ini menghadapi ketidakmampuan untuk memilih
satu kekuatan besar sebagai sekutu utama tanpa menanggung risiko
yang besar. Di satu sisi, aliansi dengan Arab Saudi dapat meningkatkan
keamanan dan stabilitas, tetapi di sisi lain, ketegangan dengan Iran
tetap menjadi ancaman. Sebaliknya, meskipun menjaga hubungan
dengan Iran dapat mengurangi ancaman, tetapi posisi ini dapat
membawa risiko ketidakstabilan dari sisi Saudi (Hamdi and Salman,
2020).

Hedging menjadi instrumen penting bagi negara-negara kecil
Teluk untuk menghadapi dilema ini. Strategi hedging memungkinkan
negara-negara Teluk untuk mengurangi risiko dan mempertahankan
otonomi mereka tanpa terjebak dalam persaingan terbuka antara
kedua kekuatan besar ini (Lim and Cooper, 2015; Salman, Pieper and
Geeraerts, 2015). Dengan strategi ini, negara kecil dapat menjaga
hubungan yang relatif seimbang dengan kekuatan yang saling
bersaing, sehingga mereka memperoleh manfaat ekonomi, politik, dan
keamanan tanpa harus terikat secara penuh pada salah satu pihak
(Kuik, 2021). Negara-negara kecil di Teluk seperti Qatar, Kuwait, dan

Munawir Siahaan




Strategi Hedging Negara Kecil Di Kawasan Teluk Dalam Menghadapi Rivalitas Saudi-Iran

Oman tidak sepenuhnya berpihak pada satu kekuatan besar, tetapi
justru memilih untuk menjalin hubungan yang seimbang dengan
kedua negara tersebut.

Bab ini akan membahas hedging sebagai strategi yang diterapkan
oleh negara-negara kecil di Teluk dalam menghadapi rivalitas Saudi-
Iran. Fokus utamanya adalah memahami konsep hedging dalam
Hubungan Internasional (HI), relevansinya bagi negara kecil, risiko
yang menyertainya, serta melihat penerapan strategi hedging di Teluk.
Kawasan ini dipilih karena Teluk merepresentasikan kawasan dengan
kepentingan energi global yang tinggi dan dominasi rivalitas kekuatan
besar yaitu Saudi-Iran. Bab ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman komprehensif mengenai strategi hedging bagi negara
kecil dalam hubungan internasional sehingga dapat menjadi landasan
analitis dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang adaptif dan
fleksibel di tengah rivalitas kekuatan besar.

Konsep Hedging dalam Hubungan Internasional
Perbedaan power merupakan faktor utama yang membedakan posisi
masing-masing negara. Stephen Walt (1987) menegaskan bahwa
negara tidak bereaksi semata terhadap kapasitas kekuatan pihak lain,
melainkan terhadap “kekuatan asing yang dianggap menimbulkan
ancaman terbesar” (threatening power) (Walt, 1987). Dengan kata
lain, negara tidak hanya menilai potensi ancaman berdasarkan
seberapa besar kekuatan yang dimiliki pihak lain, tetapi juga seberapa
besar dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kekuatan tersebut
terhadap kelangsungan hidup atau kepentingan nasional mereka.
Ketika merespons ancaman eksistensial, negara memilih untuk
mengikuti logika balancing atau bandwagoning. Balancing
mengandaikan bahwa negara memutuskan untuk merespons
ancaman dengan menentangnya. Negara dapat memilih untuk
membangun kapasitas militernya sendiri, sehingga meningkatkan
kemampuannya dalam mempertahankan diri dari negara yang
mengancam. Alternatifnya, atau secara bersamaan, negara dapat
membangun aliansi untuk mengamankan kekuatan negara lain yang
memiliki kepentingan keamanan serupa, agar dapat dimintai bantuan
bila diperlukan (Waltz, 1979).
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Pengaruh Al Dan Disrupsi Teknologi Dalam Hubungan Internasional

Pendahuluan

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/Al) dan disrupsi teknologi
merupakan dua fenomena yang semakin mendefinisikan dinamika
hubungan internasional di era kontemporer. Perkembangan pesat
teknologi Al telah membawa perubahan mendasar dalam hampir
seluruh aspek Kkehidupan, termasuk dalam politik, ekonomi,
keamanan, serta interaksi sosial antarnegara. Di sisi lain, disrupsi
teknologi yakni perubahan radikal yang dihasilkan oleh inovasi
teknologi baru menciptakan tantangan dan peluang tersendiri bagi
negara-negara di dunia dalam mengatur kepentingan nasional,
menjaga stabilitas, serta membentuk keterlibatan global.

Al sebagai salah satu inovasi teknologi utama menawarkan
kemampuan analisis data yang luar biasa cepat dan akurat,
memungkinkan negara-negara dan aktor internasional untuk
merancang kebijakan serta strategi yang lebih responsif terhadap
kondisi global yang dinamis dan kompleks. Di saat yang sama, disrupsi
teknologi membuka ruang bagi pergeseran tatanan dunia lama yang
berbasis pada kekuatan militer dan politik tradisional menuju era
baru di mana kemampuan teknologi menjadi kunci utama dalam
mempertahankan posisi tawar dan pengaruh global (Drezner, 2019).
Hal ini berdampak pada munculnya ketidakpastian baru dalam
berbagai bidang, mulai dari diplomasi, keamanan siber, hingga
perdagangan internasional.

Dalam hubungan internasional, Al dan teknologi digital juga
mempercepat proses diplomasi dan interaksi antar negara melalui
platform digital dan media sosial. Dalam buku Diplomacy digital:
Theory and Practice dijelaskan bahwa diplomasi digital ini membuka
peluang baru bagi negara-negara untuk membentuk opini publik
global dan mempengaruhi agenda dunia secara langsung. Namun,
disamping itu muncul pula tantangan besar seperti manipulasi
informasi, penyebaran disinformasi, serta eskalasi konflik siber yang
menuntut regulasi dan kerjasama internasional yang lebih kuat agar
teknologi digunakan untuk perdamaian dan pembangunan bersama
(Bjola and Holmes, 2015).

Disrupsi teknologi dan Al berperan besar dalam pergeseran
ekonomi global dan pola perdagangan internasional. Negara yang
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cepat beradaptasi dengan transformasi digital dapat meningkatkan
daya saing dan mengambil alih posisi strategis dalam rantai nilai
global, sementara negara lain Dberisiko tenggelam dalam
ketertinggalan teknologi yang semakin memperlebar kesenjangan
pembangunan antarnegara. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus
peluang bagi komunitas internasional untuk mengembangkan
kerangka kerja kolaboratif dan inklusif agar teknologi dapat dinikmati
manfaatnya secara merata.

Adopsi pesat teknologi digital dan kecerdasan buatan (Al) telah
terbukti mempercepat efisiensi produksi dan memperkuat daya saing
negara-menjadi pembeda antara negara yang memimpin dan yang
tertinggal. Misalnya, Al ditengarai mampu menyempurnakan rantai
pasok global melalui optimasi logistik, prediksi permintaan, dan
automasi proses kepabeanan, seperti yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan global seperti Alibaba, DHL, dan Maersk.
(Ozturk, 2024). Selain itu pada rantai nilai global, Al mendorong
efisiensi produksi, meningkatkan kualitas produk, memacu difusi
inovasi, dan secara signifikan menurunkan biaya perdagangan tapi
manfaat ini masih terkonsentrasi pada negara maju dengan
infrastruktur teknologi kuat, sementara negara berkembang berisiko
terperangkap dalam segmen bernilai rendah. Di sisi lain, penelitian di
Asia Tenggara memperlihatkan bahwa adopsi Al secara signifikan
meningkatkan volume perdagangan lintas batas, terutama di negara-
negara dengan infrastruktur digital memadai dan regulasi mendukung
ini menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar isu
teknologi, tapi juga penentu posisi strategis dalam sistem ekonomi
global (Cui, 2025).

Namun, kemajuan teknologi tinggi bukan tanpa risiko. Isu
keamanan, etika, dan hak asasi manusia dalam penggunaan Al,
termasuk pengembangan senjata otonom dan pengawasan digital,
menuntut perhatian global yang serius. Artikel ini menempatkan
pentingnya kajian mendalam mengenai pengaruh Al dan disrupsi
teknologi dalam hubungan internasional sebagai sebuah kebutuhan
akademik dan praktis yang mendesak. Pemahaman komprehensif
terhadap fenomena ini akan menjadi landasan bagi negara-negara dan
pelaku internasional untuk mengambil langkah yang adaptif dan
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strategis dalam menghadapi perubahan global yang cepat dan
kompleks.

Neorealisme dalam Konteks Al dan Disrupsi Teknologi
Perspektif neorealisme memiliki peranan penting dalam menganalisis
dampak transformasi digital dan pemanfaatan teknologi digital
termasuk kecerdasan buatan (Al) dalam hubungan internasional.
Munculnya transformasi digital dan kemajuan teknologi dapat
dimanfaatkan negara untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh
dalam sistem global, memperbaiki komunikasi dan kolaborasi, serta
menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis.

Dalam konteks transformasi digital dan penggunaan teknologi,
pandangan neorealisme dapat dijabarkan melalui beberapa poin.
Pertama, dari perspektif neorealisme, kepentingan nasional adalah
motivasi utama negara dalam memanfaatkan Al dan teknologi digital.
Kenneth Waltz menekankan bahwa dalam sistem internasional yang
anarkis, negara bertindak untuk memaksimalkan kapabilitas material
demi kelangsungan hidup (survival) (Waltz, 1979). Penerapan Al di
sektor militer seperti sistem pengintaian berbasis Al milik Amerika
Serikat seperti Project Maven dapat meningkatkan kemampuan
analisis citra intelijen secara cepat, sehingga memberi keuntungan
strategis (Probasco, 2024).

Kedua, dalam ranah keamanan, Al memicu tantangan baru
berupa ancaman siber dan surveillance. Barry Buzan menjelaskan
bahwa keamanan nasional mencakup ancaman non-militer yang
dapat mengganggu stabilitas negara (Buzan and Hansen, 2012).
Serangan siber terhadap infrastruktur kritis Estonia pada 2007, yang
sebagian dianalisis sebagai bentuk konflik politik dengan Rusia,
memperlihatkan bagaimana teknologi digital dapat menjadi
instrumen kekuatan. Negara-negara merespons dengan membangun
cyber command seperti US Cyber Command dan China’s Strategic
Support Force untuk melindungi aset vital. (Jason, 2021) Fenomena
ini sejalan dengan konsep security dilemma di mana langkah defensif
negara sering dipersepsikan ofensif oleh pihak lain, memicu eskalasi
persaingan di bidang teknologi pertahanan.
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penelitian yang berupaya mengintegrasikan pendekatan diplomasi
konvensional dengan tantangan global kontemporer, guna
mendorong terwujudnya bentuk-bentuk kerja sama internasional
yang lebih inklusif dan adaptif. Keterlibatannya dalam
penyelenggaraan pendidikan baik secara luring maupun daring
mencerminkan komitmennya dalam memperluas akses terhadap
pendidikan serta memperkuat pertukaran akademik di berbagai
konteks pembelajaran.
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DIVERSITAS ISU SDGS

(IDALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL)

Perkembangan dunia yang semakin kompleks menuntut studi Hubungan
Internasional (HI) untuk terus beradaptasi dan memperluas cakupan
kajiannya. Jika pada masa awal disiplin ini berfokus pada negara dan isu
keamanan tradisional, maka dinamika global kontemporer menunjukkan
bahwa HI kini mencakup berbagai isu lintas sektor yang saling terhubung,
mulai dari ekonomi, lingkungan, gender, hingga transformasi teknologi. Buku
Diversitas Isu SDGs dalam Hubungan Internasional hadir untuk
menggambarkan keragaman tersebut dengan menempatkan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai kerangka penting dalam
memahami isu-isu global saat ini.

Buku ini mengajak pembaca melihat bagaimana hubungan internasional tidak
lagi dapat dipahami hanya melalui perspektif “high politics” seperti keamanan
dan kekuatan negara, tetapi juga melalui isu-isu pembangunan dan
kesejahteraan manusia yang semakin relevan dalam agenda global. Melalui
berbagai pembahasan tematik, buku ini menyoroti keterkaitan antara
globalisme dan regionalisme, transformasi konsep keamanan internasional,
dinamika kerja sama ekonomi regional seperti ASEAN, serta munculnya isu-isu
baru seperti diplomasi energi, kkamanan manusia, dan ekonomi digital.

Selain itu, buku ini juga mengangkat perspektif kritis dalam studi HI, termasuk
isu gender dan ketimpangan kekuasaan dalam sistem internasional.
Pembahasan mengenai transisi energi, perubahan iklim, dan tantangan
pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa berbagai krisis global tidak
hanya melibatkan negara sebagai aktor utama, tetapi juga memerlukan kerja
sama lintas aktor dan lintas kawasan.
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